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RINGKASAN
NOTARIS SEBAGAI KONTEN KREATOR PENYULUHAN
HUKUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS
Oleh:
Nanda Rizky Amalia',Mulyani Zulaeha®

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat
Notaris sebagai pejabat umum termaktub dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang
Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yakni “Notaris adalah pejabat umum yang
berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangn lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya”.
Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya diberikan
kewenangan oleh Negara terkhusus Pemerintah, harus patuh dan tunduk pada
Undang-Undang yang mengaturnya dan Kode Etik profesinya dalam melayani
masyarakat, memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam ranah
perdata dengan antar pihak yang berhubungan melakukan perbuatan hukum, yakni
UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris. Maraknya perkembangan era tekhnologi,
informasi dan komunikasi atau disebut era digitalisasi yang semakin pesat tidak
dapat dihindari siklusnya yang lambat laun banyak merubah dalam pelaksaan dan
penerapan setiap pengemban profesi jabatan, salah satunya dalam kewenangan
notaris Pasal 15 ayat 2 huruf e, yakni penyuluhan hukum oleh notaris yang
pemaknaan dalam pelaksanaan dan penerapannya diinterprestasikan baik secara
gramatikal atau sistematis oleh pengemban profesi notaris tersebut. Pemanfaatan
tekhnologi digitalisasi yang dilakukan oleh notaris-notaris tersebut ialah melakukan
penyuluhan hukum pada media sosial sebagai bentuk pengetahuan atau edukasi
terkait hukum yang pembahasannya bersifat umum, pada ruang yang tak tebatas
yakni dalam ruang media sosial. Makna dalam pelaksanaan dan penerapan yang

marak terjadi dilakukan oleh notaris-notaris ini sama dengan makna didalam
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perundang-undangan lainnya yakni didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2011 tentang Bantuan Hukum yang mana aspek penyuluhan hukum didalam
undang-undang tersebut dilakukan ialah untuk aspek pendidikan terkait hukum.
Dengan tujuan masing-masing yang sama yakni dalam Pasal 2 Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permen HAM) Nomor: M. 01-PR. 08. 10 Tahun
2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, untuk meningkatkan kesadaran hukum
dimasyarakat. Namun bunyi didalam Pasal 15 ayat (2) huruf e hanya memberikan
penyebutan bahwa penyuluhan hukum yang sehubungan dengan pembuatan akta
ini yakni memberikan penjelasan-penjelasan kepada pihak-pihak berkepentingan
yang sehubungan dengan pembuatan akta autentik yang akan, sedang dan atau
dibuat sampai sempurnanya akta yang tujuannya ialah untuk memberikan
pemahaman atau nasehat hukum oleh notaris tersebut kepada klien dengan
penjelasan bahasa hukum yang mudah dipahami, agar sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dalam profesinya, pada klien atau pihak-pihak
yang berkepentingan sehubungan dengan pembuatan akta yang ingin dibuatnya.
Akibat dari perkembangan tersebut ditambah dengan interprestasi dari Pasal 15 ayat
2 huruf e UUJN yang memaknai penyuluhan hukum yang dilakukan pada media
sosial tersebut sebagai aspek pengetahuan atau pengedukasian yang bermakna sama
dengan peraturan perundang-undangannya. Menimbulkan suatu ketidak jelasan dan
ketidak pastian hukum, dimana pada UUJN tidak ada pengaturan atas pelarangan
tindakan tersebut. Tetapi didalam Pedoman Kode Etik Notaris adanya sebuah
larangan tentang promosi dan publikasi yakni pada Pasal 4 tentang Larangan.
Sehingga terjadi permasalahan yang berakibat pada pelanggaran kode etik notaris
terkait pelanggaran pengiklanan dan publikasi, yang diakibatkan oleh beberapa
notaris-notaris tersebut dalam melakukan penyuluhan hukum didalam media sosial
sebagai aspek pengetahuan atau pengedukasian terkait hukum dalam pencantuman
nama sebagai notaris, jabatan sebagai pejabat umum, wilayah kerja , alamat dan
nomor telepon dari papan nama atau plang kantor yang diunggah didalam media

sosialnya.



ABSTRAK
NOTARIS SEBAGAI KONTEN KREATOR PENYULUHAN
HUKUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS
Oleh:
Nanda RizKky Amalia® ,Mulyani Zulaeha*

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat
Perilaku notaris-notaris yang memanfaatkan media sosial sebagai penyuluhan
hukum didasari oleh perkembangan tekhnologi dan pengaruh perkembangan
masyarakat, dan memang dalam hal ini didalam UUJN Pasal 15 ayat (2) huruf e
tentang penyuluhan hukum sehubungan dengan akta, tidak ada pembatasan atas
ruang dan pembahasan yang dilarang selain daripada akta yang dibuat, sehingga
menyebabkan terjadi permasalahan ketidakjelasan makna dan timbulnya
interprestasi pemaknaannya serta disingkronisasi pada Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mana aspek penyuluhan hukum didalam
undang-undang tersebut dilakukan ialah untuk aspek pendidikan terkait hukum,
peneliti rasa memerlukan penelitian yang menarik untuk dikaji untuk menunjang
pembaharuan hukum dan penjelasan lebih mendalam agar perbuatan notaris-notaris
tersebut yang tidak ada pengaturan jelas yang mengatur, tidak melebihi batasan dari
Kode Etik Notaris dianggap sebagai pelanggaran Pasal 4 tentang Larangan
publikasi atau promosi, bahkan agar perbuatan-perbuatan tersebut tidak
dikategorikan sebagai suatu tindakan diluar wewenangnya atau tanpa wewenang
yang sesuai dengan batasan yang diatur dalam UUJN, dan tidak melebihi batasan
dari Undang-Undang lain yang khusus mengatur untuk perkembangan era
digitalisasi yakni (UU ITE), sehingga resiko terdampak negative seperti adanya
pihak-pihak yang merasa dirugikan dan bermasalah dikemudian hari karena
perbuatan tersebut, dapat dihindari oleh notaris yang melakukan perbuatan
memanfaatkan tekhnologi digitalisasi sebagai penyuluhan atau edukasi terkait

hukum tersebut. Metode penelitian yang dilakukan normative, jenis penelitian
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mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku berupa
norma hukum tertulis yang bentuknya berupa norma hukum positif, sifat penelitian
adalah dekriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran
lengkap secara sistematis, faktual dan akurat tentang keadaan hukum yang berlaku
ditempat dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, mengenai
sifat atau factor tertentu serta peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam
masyarakat, tipe penelitian kulitatif, pendekatan penelitian yang digunakan
pendekatan undang-undang UUJN dan UU Bantuan Hukum serta regulasi yang

bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti.

Kata kunci : Notaris;Konten Kreator,;Penyuluhan Hukum.

Xi



ABSTRACT
NOTARY AS CONTEN CREATOR OF LEGAL EXTENSION
FROM THE PERSPECTIVE OF NOTARY POSITION ACT
By
Nanda Rizky Amalia’,Mulyani Zulaeha®
Master of Notary, Lambung Mangkurat University

Notaries’ attitude to make use of social media as legal extension is based on the
development of technology and the influencer of society development, in this case
Notary Position Act Article 15 Paragraph 2 letter e concerning legal extension on
deeds, there is no limitation on the space. The discussion prohibited beyond the
deed the makes, this brings about problem of vagueness of meaning and its
interpretation as well as asyncronization in Act Number 16 of 2011 concerning
Legal Aid in which the legal extension aspect to be performed according to the Act
is aspect of legal education. Interesting for research to support law reform and
deeper explanation, so such notaries’ action which is noy yet clearly regulated, will
not be beyond the limit of the Notary Code of Conduct, and is considered as
infringement of Article 4 concering prohibition of publication or promotion. Even
in order such actions are not categorized as beyond capacity or without authority in
line with the limitation of authority in Notary Position Act, and not exceed the limit
regulated in other Act specially regulate the development era of digitalization i.e.
Electronik Information and Transactions Act. Thus, the negative impact risk such
as other parties who feel injured and other problems in the future due to said actions
can be avoided by the notaries who perform the action to make use of the
digitalization technology as ectension or education related to the said law. Method
of this research normative, type of the research is to study law conceptualized as
written prevailing norm in form of positive legal norm, the characteristic of the
research is descriptive. Type of the research is qualitative, using statute approach
namely Notary Position Act and Legal Aid Act as well as other regulations relevant

to the legal issues of this research.
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